


BAB II
TINJAUN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak
2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
		Menurut (Sari & Afiqoh, 2023) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajipan pajaknya mengikut peruntukan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlunya pemeriksaan.
		Selain itu,  menurut Satyawati & Cahjono (2017)  membedakan kepatuhan menjadi dua macam, yaitu:
1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalanya wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan undang-undang pajak termasuk membayar pajak dan mengisi SPT tepat waktu
2. Kepatuhan Material suatu keadaan dimana pemenuhan kewajiban perpajakan secara substansial sesuai isi dan jiwa undang-undang .Misalnya  mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas; menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benarmemenuhi semua ketentuan material perpajakan
2.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2018, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
1. Tepat waktu dalam  penyampain SPT; 
2. Tidak ada pajak balik atas semua pajak kecuali diberi wewenang untuk memotong atau menunda pajak;
3. Laporan keuangan telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2.1.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 
Indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Mardiasmo, 2016) adalah :
1. Pendaftaran diri Wajib Pajak (WP)
2. Penyetoran kembali SPT tepat waktu
3. Penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Pembayaran tunggakan pajak pada STP/SKP

2.2 Pemahaman Wajib pajak
2.2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak
	Menurut Mardiasmo (2023) pengertian pemahaman Wajib Pajak adalah Kepatuhan bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak dan peraturan perpajakan Indonesia. Seiring dengan peningkatan pemahaman tentang tanggungjawab pajak terhadap undang-undang perpajakan, lebih jelas akibat pelanggarannya. Wajib pajak yang benar-benar memahami peraturan perpajakan akan tahu tentang sanksi administratif dan pidana yang berkaitan dengan SPT dan NPWP.
	Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Hidayatullah, (2016),Pajak dipandang sebagai kewajiban hukum dengan karakteristik ditetapkan oleh undang-undang, kewajiban warga negara untuk membayar sejumlah uang kepada negara, bersifat memaksa, Digunakan untuk pengelolaan pemerintahan ,pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak
2.2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak
	Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan menurut (Nayoan, 2016)
1. Peraturan pajak, 
2. Tarif pajak, 
3. Peraturan pajak melalui sosialisasi
4. Peraturan pajak melalui training.
Sementara konsep pemahaman pajak menurut (Widayanti danNurlis 2010) dalam kutipan (Area, 2019)
1. Pemahaman bahwa Wajib Pajak yang ingin membayar pajak harus memiliki NPWP. 
2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.
3. Pemahaman tentang sanksi perpajakan akibat melalaikan kewajiban seseorang.
4. Pemahaman Wajib Pajak tentang PTKP, PKP dan tarif pajak
5. Pemahaman faktur pajak dan penghasilan pada surat pemberitahuan harus mencantumkan NPWP .
6.  Memahami cara pemberian kode pada NPWP yang berjumlah 16 (enam belas digit).
7. Memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.3 Sanksi Perpajakan
2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan
	Menurut Mardiasmo (2023:72) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diatuhi  
	Menurut Resmi (2019:61) mengemukakan “Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan wajib pajak, maka semakin berat sanksinya.” Kesadaran.
	Dari beberapa pernyataan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah suatu jaminan yang digunakan sebagai kontrol pemerintah agar wajib pajak menaati peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2.3.2 Indikator Sanksi Perpajakan
Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2.  Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
2.3.3 Jenis sanksi administrasi pajak
A. Sanksi Administrasi 
Sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang – undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:
a. Denda 
Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPn). Contoh: Rp1.000.000 untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Badan.
b. Bunga
	Bunga dikenakan terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar
Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan dkenakan untuk pajak kurang/tidak dibayar besaran: 2% per bulan, maksimal 24 bulan .Berlaku untuk pembetulan SPT, penundaan pembayaran, hasil pemeriksaan,
c. Kenaikan
Dikenakan atas hasil pemeriksaa mencakup ketidakbenaran pembukuan, data SPT, NPWP, dan kewajiban terkait pemeriksaan.





2.4 Single Identity Number (SIN)
2.4.1 Pengertian Single Identity Number (SIN)
	Nomor Identitas Tunggal (Single Identity Number) adalah  tanda pengenal yang dipakai oleh semua orang yang mengandung maklumat tentang data pribadi, kepemilikan harta, dan perkara lain. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara ialah pajak sehingga diharapkan akan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memantau kepatuhan wajib pajak dan memudahkan proses pemungutan pajak.(Alfa Esi Pabeta dkk., 2023).
	Single Identity Numbertermasuk maklumat tentang aset, kepemilikan, keselamatan, perbankan, pajak, dan menggabungkan semua data individu, termasuk informasi  kependudukan, data keuangan dan non-keuangan . Single Identity Number(SIN) mempunyai keupayaan untuk mengubah kepatuhan wajib pajak Indonesia, terutamanya wajib pajak pribadi.
	Pada dasarnya, sistem ini memberikan setiap individu kode unik yang tidak dapat digunakan oleh orang lain. Nomor ini diterbitkan sejak seseorang dicatat dalam sistem nasional, baik saat lahir maupun pada pendaftaran pertama.Dengan berfungsi sebagai penghubung utama, Single Identity Number memungkinkan integrasi data di berbagai sektor, termasuk kependudukan, perpajakan, kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan informasi.



2.4.2 Tujuan Single Identity Number(SIN)
Tujuan diterpakannya Single Identity Number yaitu :
1. Memungkinkan lembaga lain untuk mengintegrasikan sistem mereka sehingga dapat mewujudkan Single Identity Number(SIN), di mana satu identitas dapat digunakan untuk semua kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan efisiensi pemerintah dalam memproses data warga negara dengan lebih efisien karenaSingle Identity Number( SIN) mencakup beragam informasi.
3. Menyederhanakan proses administrasi pajak dengan menggabungkan NIK dengan NPWP untuk memfasilitasi pembayaran pajak.
4. Meningkatkan kepatuhan pajak dan pencegahan penyalahgunaan pajak.
2.4.3 Indikator Single Identity Number
Menurut (Septiyani & Sitompul, 2022) Indikator Single Identity Number sebagai berikut :
1. NPWP sebagai identitas membayar pajak
2. Manfaat NPWP
3. kemudahan akses pendaftaran NPWP








Tabel  2.1
Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	(Art Trianti Dodih & Halimatusadiah, 2023)
	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Pemahaman Perpajakan (X1)
Sanksi Pajak (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Merdeka Kota Bandung

	2
	(Putri & Sari, 2021)
	Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Selatan dan Utara)
	Pemahaman wajib pajak (X1)
Pelayanan fiskus (X2)
Sanksi perpajakan (X3)
Lingkungan wajib pajak berada (X4)




	Bahwa pemahaman wajib pajak dan sanksi untuk wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan fiskus dan lingkungan wajib pajak berada tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	3



	(Septiyani & Sitompul, 2022)
	Pengaruh  Single Identity Number terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama




	Single identity number(X1)
Pemenuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi (Y)


	Bahwa implementasi Single Identity Number (SIN) dapat berperan penting dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi.

	4
	(Alfa Esi Pabeta et al., 2023)
	Penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP
	NIK(X1)
NPWP(X2)
Single Identity Number(Y)


	Bahwa Single Identity Number dapat memenuhi kebutuhan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan di Indonesia. 

	5
	(Abdurrahaman Jodi & Murti Sagoro, 2020)
	The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Tax Compliance With Small And Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo
	Perception Of Tax Rates (X1)
Understanding Of Taxes (X2)
Sanctions Of Taxes (X3)
Taxpayer Compliance (Y)
	Bahwa persepsi tarif pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo.

	6
	(Wibowo & Jayusman, 2023)
	Pengaruh Penerapan E-filling, Pemahaman Perpajakan Dan PreferensI Risiko Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP PratamaMedan Timur
	Penerapan E- filling (X1)
Pemahaman Perpajakan (X2)
Preferensi Risiko (X3)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Penerapan E- filling, Pemahaman Perpajakan, Preferensi Risiko, Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

	7
	(Triandani & Apollo, 2020)
	Effect The Understanding Of Taxation, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness Of Taxpayer Compliance (Research On Taxpayers Of Individual Entrepreneurs In Tangerang Region)
	Understanding Of Taxation (X1)
Tax Sanctions And Taxpayer Awareness(X2)
Taxpayer Compliance(Y)
	Bahwa  menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha orang pribadi di Wilayah Tangerang.


Sumber : Penelitian Terdahulu yang telah di ringkas,2024

Berdasarakan hasil penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini,seperti pada penelitian (Art Trianti Dodih & Halimatusadiah,2023)yang meneliti tentang pemahaman wajib pajakdanPenerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiPersamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan Adapun perbedaannya pada penelitian ini yaitu waktu dan lokasi penelitian yang berbeda, metode pengumpulan data dan menambahkan variabelsingle identitiy number .
2.5 Kerangka Konseptual
	Pengertian kerangka konseptual menurut (Sugiyono, 2022) adalah Suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabelvariabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen.
2.5.1 Pemahaman Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi(Y) 
Berdasarkan kerangka konseptual , menunjukkan bahwa adanya hubungan antara  Pemahaman Wajib Pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan,semakin besar wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya .Sebaliknya,  kurangnya pemahaman wajib pajak  dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang dapat berujung adannya sanksi perpajakan.Dari pernyataan ini, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
H1 :Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positifterhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
2.5.2 Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y) 
Berdasarkan kerangka konseptual , menunjukkan bahwa adanya hubungan antaraSanksiPerpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.Sanksiperpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi presepsi wajib pajak.Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi . Dari pernyataan ini, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
H2 : Sanksi perpajakanberpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam
2.5.3 Single Identity Number (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)
Berdasarkan  kerangka konseptual , menunjukkan bahwa adanya hubungan antara  Single Identity Number dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Single Identity Number adalah nomor identitas tunggal yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak yang bertujuan memudahkan proses administrasi perpajakan sehingga Single Identity Number berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan ini, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
H3 :Single Identity Number berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
2.5.4 Pemahaman Wajib Pajak (X1) , Sanksi Perpajakan (X2) , Single Identity Number (X3)terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)
Berdasarkan  kerangka konseptual , menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Pemahaman Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Single Identity Number terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Pemahaman wajib pajak yang baik tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran akan sanksi perpajakan yang akan dikenakan.Selain itu, penerapan Single Identity Number dapat memperkuat pemahaman wajib pajak dan memudahkan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh . Dari pernyataan ini, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
H4:  Pemahaman wajib pajak,sanksi perpajakan,single identity number                          berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribad di  KPP Pratama Lubuk  Pakam     
[image: C:\Users\Lenovo Windows 10\Downloads\suri (1).jpg]Berdasarkan penjelasan tersebut Dengan ini maka penulis dapat membuat kerangka konseptual seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan: 
[image: C:\Users\Lenovo Windows 10\Downloads\fdgfdg.jpg]= Pengujian variabel secara Parsial
[image: C:\Users\Lenovo Windows 10\Downloads\fdgfdg (2).jpg]= Pengujian variabel secara Simultan


2.6 Hipotes
	Hipotesis merupakan jawaban sementara  terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaansementara berbasis norma-norma terkait pada suatu fenomena atau kasus penelitian dan akan diuji dengan suatu metode atau statistika yang tepat (Sugiyono,2022:99). Dalam penelitian ini, peneliti  mengutarakan hipotesis sebagai berikut:
	H1
	:
	Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positifterhadap kepatuhan WajibPajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.

	H2
	:
	Sanksi perpajakanberpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam

	H3
	:
	Single Identity Number berpengaruh positif terhadap kepatuhan WajiPajak orangpribadi di KPP Pratama Lubuk  Pakam.

	H4
	:
	Pemahaman wajib pajak,sanksi perpajakan,single identity number                           secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di  KPP Pratama Lubuk  Pakam     
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